BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian atestasi
Menurut Arens dan Loebbecke (2000:774), jasa aest@efinisikan
sebagai berikut :

“ Attestation engagement is one in which a praabitier is engaged to
iIssue a written communication that expresses a dosmon with respect
to the reliability of an assertion that is the regpsibility of another

party.”

Menurut Robertson dan Louwers (2002:37) pengejéisa atestasi adalah
sebagai berikut :

“ Attest engagement iIs an engagement in which a girBoner is

engaged to issue or does issue a report on subjedter or an assertion

about the subject matter that is the responsibilitiyanother party.”

Kedua definisi jasa atestasi tersebut memiliki wswsur penting yang
sama dan dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Practitioner(Praktisi)
Yang dimaksud dengan praktisi dalam pengertian tds adalah seorang
auditor yang mempunyai kemampud#gualified) untuk dapat memahami
kriteria atau standar-standar yang berlaku dan irenkiompetensi untuk
mengetahui jenis-jenis dan jumlah bukti yang hatikssimpulkan agar dapat
menarik kesimpulan yang tepat setelah bukti-buktiditeliti. Auditor harus
pula mempunyai sikap mental independen agar infsiryeng dipergunakan
untuk mengambil keputusan adalah informasi yangektifj dan tidak

memihak.

b. Peryataan mengenai kegiatan dan kejadian ekona



Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekondaaltasuatu asersi yang
merupakan peryataan yang dibuat oleh satu pihalg ysetara implisit
dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pikakiga). Untuk laporan
keuangan historis, asersi merupakan pernyataamdajzoran keuangan oleh
manajemen sesuai prinsip akuntansi yang berlakunurbalam SPAP, Ikatan
Akuntan Indonesia (2003:1000.1) mengemukakan dfiasersi sebagai
berikut :

“ Asersi (assertion) adalah suatu deklarasi atau satu rangkaian

deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertaggung jawab atas

deklarasi tersebut.”

Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwansphduk jadi
yang tercantum dalam neraca adalah tersedia unjudl ¢pada tanggal
neraca. Begitu pula, manajemen membuat asersi bpbnjaalan dalam
laporan laba-rugi menunjukan pertukaran barang jassudengan kas atau
aktiva bentuk lain (misalnya piutang usaha) dengastomer selama

periode tertentu. Pernyataan tersebut dapat bersifdisit atau eksplisit.

c. Tanggung jawab pihak lain
Tanggung jawab pihak lain berarti praktisi tidaktBeggung jawab atas suatu
simpulan tentang keandalan suatu asersi yang meajaghung jawab pihak
lain (pembuat asersi). Dengan demikian, praktisigyaelah merakit atau
membantu dalam pembuatan suatu asersi harus tidakyatakan dirinya
sebagai pembuat asersi jika pernyataan tersebatasecaterial tergantung
atas tindakan, rencana atau asumsi beberapa indat@l kelompok individu
lain. Dalam keadaan tersebut, individu atau keldmpulividu tersebutlah
yang merupakan pembuat asersi dan praktisi akaandgng sebagai pembuat
atestasi, jika simpulan mengenai keandalan asengtakan oleh praktisi.

Selain memiliki unsur-unsur yang sama, kedua dgfigi atas juga
memiliki perbedaan dan dapat diuraikan sebagakieri

a. Komunikasi tertulis
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Arens dan Loebbecke menyatakan bahwa seorang 9raktarus
menuliskannya hasil penilaiannya terhadap suattisiadalam bentuk tertulis.
Komunikasi tertulis adalah suatu penyampaian liasilpenilaian suatu asersi
yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk lapoatestasi(attestation
report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapatnaikan atau
menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasiakkgan atas asersi

yang dibuat oleh manajemen.

Keandalan asersi
Definisi yang diungkapkan oleh Arens dan Loebbecienyebutkan bahwa

jasa atestasi menyatakan suatu simpulan tentangdéka suatu asersi.

Keandalan asersi adalah kesesuaian asersi tersehgan kriteria yang telah

ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyatazgade kriteria tersebut

dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Adaghkriteria atau standar yang

dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataamgiastapat berupa :

1.) Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badasligi

2.) Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapleh manajemen

3.) Prinsip akuntansi berterima umuif@éenerally Accepted Accounting
Principle)

4.) Standar Propesional Akuntan Publik (PSAK).

Dari definisi-definisi yang telah dikemukan diatdspat disimpulkan

bahwa secara umum yang dimaksud dengan jasa atedtdsh perikatan yang

didalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk moghkan komunikasi tertulis

berupa pernyataan pendapat atau pertimbangan yangatakan suatu simpulan

tentang keandalan asersi apakah asersi suatusesggaai dalam semua hal yang

material dengan kriteria yang telah ditetapkan desersi tersebut menjadi

tanggung jawab pihak lain. Dengan kata lain setigak ada 3 elemen

fundamental dalam atestasi yaitu :

1). Seorang praktisi atau auditor harus independerkdarpeten.
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2). Auditor menyatakan suatu pendapat atau pertimbangatang apakah
asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yategimhalengan kriteria
yang telah ditetapkan.

3.) Hasil pekerjaan auditor adalah laporan tertulisgyamenjadi tanggung
jawab pihak lain tentang keandalan asersi teryiaisg harus disampaikan
kepada para pemakai yang berkepentingan.

2.1.1 Atestasi ditinjau dari sudut Profesi AkuntanPublik

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, jasesestdsi adalah jasa
profesional independen yang meningkatkan mutu mé&si bagi pengambil
keputusan. Pengambil keputusan memerlukan inforyesy andal dan relevan
sebagai basis untuk pengambil keputusan. Oleh &atenmereka mencari jasa
atestasi untuk meningkatkan mutu informasi yangna#tgadikan sebagi basis
keputusan yang akan mereka lakukan. Profesi yanuyedeéakan jasa atestasi
harus memiliki kompetensi dan independensi berkattangan informasi yang
diperiksanya.

Jasa atestasi dapat disediakan oleh profesi akymtblik atau berbagai
profesi lain. Contoh jasa atestasi yang disediaklah profesi lain adalah jasa
pengujian berbagai produk oleh organisasi konsuasa, pemeringkatan televisi
(television rating) dan jasa pemeringkatan radio.

Jasa atestasi bukan merupakan jasa baru yanguligerbleh masyarakat
profesi akuntan publik telah lama menyediakan jaiestasi tentang informasi
laporan keuangan historis kepada masyarakat. Jastas ini lebih dikenal
dengan jasa audit. Di USA, jasa atestasi yanggiggdiakan oleh profesi akuntan
publik adalah jasa pemeriksag@xamination), review dan prosedur yang
disepakati(agreed-upon procedures). Sejak tahun 1994, profesi akuntan publik
indonesia menyediakan jasa atestasi tentang paskkauangan. Di masa depan
ini, kebutuhan masyarakat akan jasa atestasi tgnp@amgendalian web site
semakin meningkat dan profesi akuntan publik dapamenuhi kebutuhan jasa
tersebut.
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2.1.2 Jenis-jenis Atestasi
Menurut Mulyadi (2002:5-7), jasa atestasi profdsirdan publik dapat

dibagi lebih lanjut menjadi 4 jenis :

a. Audit
Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian yarkgi mendasari laporan
keuangan historis suatu entitas yang berisi agargj dibuat oleh manajemen
entitas tersebut. akuntan publik yang memberikaa gudit disebut dengan
istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanatesthadap laporan keuangan
historis suatu entitas, auditor menyatakan suahdgg@at mengenai apakah
laporan keuangan tersebut menyajikan secara wdgdam semua hal yang
material, posisi keuangan dan hasil usaha entiessias dengan prinsip
akuntansi berterima umum. Dalam menghasilkan jasdit ani, auditor
memberikan keyakinan positffpositive assurance ) atas asersi yang dibuat
oleh manajemen dalam laporan keuangan historisak{egn ( assurance)
menunjukan tingkat kepastian yang dicapail dan yagm disampaikan oleh
auditor bahwa simpulannya yang dinyatakan dalararéamya adalah benar.
Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditendukan oleh hasil
pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti ketep dan relevan yang
dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yadigapai oleh auditor.
Jasa ini merupakan jasa profesi akuntan publik yealing dikenal dalam
masyarakat dan seringkali disebut sebagai jasasivadl profesi akuntan
publik.

b. Pemeriksaan(examination)
Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yditgsilkan oleh profesi
akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pehdsgs kesesuaian asersi
yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yarghealitetapkan. Contoh jasa
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akunpamlik adalah
pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospedtifpemeriksaan untuk
menentukan kesesuaian pengendalian intern suataseténgan kriteria yang
ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badangtendalam menghasilkan

jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan kegakipositif atas asersi
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yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan yang ditaksn oleh profesi
akuntan publik terhadap laporan keuangan histoisgbdt dengan istilah
audit, dan akuntan publik yang menghasilkan jaskt @isebut dengan istilah
auditor. Pemeriksaan oleh profesi akuntan publilaiseterhadap laporan
keuangan historis, seperti misalnya terhadap indsrmkeuangan prosfektif,
disebut dengan istilah pemeriksaan, dan akuntatikpydng menghasilkan
jasa pemeriksaan semacam ini disebut dengan prak&mngan demikian
istilah audit dan auditor khusus digunakan jikaajgsofesi akuntan publik
berkaitan dengan atestasi atas asersi yang tenkgritilam laporan keuangan
historis.

Review

Jasareview terutama berupa permintaan keterangan dan prosathlitik
terhadap informasi keuangan suatu entitas dengaantwntuk memberikan
keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dafdormasi keuangan
tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatmlyeandingkan dengan
keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan puldalam jasa audit dan
jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yangndigan oleh akuntan
publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalasaieview dibandingkan
dengan yang digunakan dalam jasa audit dan jaseerpes@man. Dalam
menghasilkan jasa audit dan pemeriksaan, akuntdoiikpmelaksanakan
berbagai prosedur berikut ini: inspeksi, observasinfirmasi, permintaan
keterangan, pengusutdtracing), pemeriksaan bukti pendukurfgouching),
pelaksanaan ulan@eperforming), dan analisis. Dengan hanya dua prosedur
(permintaan keterangan dan prosedur analitik) ydilaksanakan dalam jasa
review, akuntan publik memberikan keyakinan negatif atessa yang dibuat
oleh manajemen, sehingga tingkat keyakinan yangritdin dalam jasa audit
dan pemeriksaan.

. Prosedur yang Disepakati(agreed-upon procedures)

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilkkeaokeh akuntan publik
berdasarkan prosedur yang disepakati antara Klgmgah akuntan publik.

Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan pubdklam menghasilkan
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jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati $ebipit dibandingkan audit
dan pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan akynibhk dapat bersepakat
bahwa prosedur tertentu akan ditetapkan terhadaprustau akun tertentu
dalam suatu laporan keuangan, bukan terhadap semsar laporan
keuangan. Untuk tipe jasa ini, akuntan publik dapsgnerbitkan suatu
“ringkasan temuan” atau suatu keyakinan negatifedegyang dihasilkan

dalam jasaeview.

2.1.3 Standar Atestasi

Dalam SPAP, lkatan Akuntan Indonesia (2003:100m&ngemukakan
bahwa standar atestasi memberikan rerangka untogsifuatestasi bagi jasa
akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinanrggi yang diberikan dalam
jasa audit atas laporan keuangan historis, pensenksatas laporan keuangan
prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yamgmberikan keyakinan yang
lebih rendal(review, pemeriksaan dan prosedur yang disepakati).

Dalam tahun 1994, I|katan Akuntan Indonesia (Komikorma
Pemeriksaan Akuntan) menerbitkan sebelas pernyai@amdar atestasi (PSAT)
yang serupa dengan sepuluh standar auditing yalat) witetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia. Standar atestasi dinyatakanraecaum guna memudahkan
para praktisi untuk menerapkannya pada penugasatasit mencakup jenis-jenis
penugasan baru yang munkin timbul.

Selama 20 tahun terakhir ini, akuntan publik sedigdiminta untuk
melaksanakan berbagai jasa yang menyerupai awaditagéstasi untuk berbagai
tujuan. Ketika jenis-jenis permintaan tertentu nenjadi biasa, standar khusus
dikeluarkan untuk memberikan pedoman terhadap @Esaugpenugasan tersebut.
Pedoman ini biasanya dalam bentuk interpretasi st@sdar tersebut terutama
berhubungan dengan laporan keuangan historis yiaoguh berdasarkan prinsip
akuntansi berterima umum sedangkan jasa-jasa yagseringkali berhubungan
dengan jenis-jenis informasi yang lain, pedomasetent menjadi sangat sulit
untuk diformulasikan dan dikomunikasikan secaraktdfetanpa menganggu

keterpaduan dari pernyataan standar auditing.



15

Masalah ini telah diatasi oleh organisasi profkatdn Akuntan Indonesia
dengan diterbitkannya Pernyataan Standar AteRR&AT). Tujuan pernyataan ini
adalah untuk memberikan rerangka umum dan untuketapkan batas-batas
yang memadai bagi fungsi atestasi termasuk auabtlaporan keuangan historis.
Hal ini dilakukan dengan :

a. Memberikan pedoman bagi Komite Norma Pemerik#damtan dalam
mengembangkan suatu standar dan interpretasi pamgituntuk jenis
jasa khusus tersebut.

b. Memberikan pedoman yang bermamfaat bagi parktigradalam
melaksanakan jasa atestasi yang baru dan teruenbleskg dimana

pedoman yang khusus untuk itu tidak ada.

2.1.4 Perbandingan antara Standar Atestasi dengarn&hdar Auditing.

Dalam SPAP, lkatan Akuntan Indonesia (2003,1000r8hgemukakan
bahwa terdapat dua perbedaan konseptual anta@astatestasi dengan standar
auditing yang terdiri atas 10 standar. Pertamandsia atestasi memberikan
rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntdolikpyang mencakup tingkat
keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa aat#s laporan keuangan historis
maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalasa jgon audit. Oleh karena
itu, pengacuan ke laporan keuangan dan prinsiptakanyang berlaku umum
yang terdapat dalam standar auditing yang diterapkatan Akuntan Indonesia,
dihilangkan dalam standar atestasi. Kedua, sepang tercantum dalam standar
pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, stantkstassi menampung
pertumbuhan berbagai jasa atestasi, yang menyebahb@a praktisi
memeberikan keyakinan atas asersi di bawah tingkgakinan yang dinyatakan
dalam audit atas laporan keuangan historis (pemgeasif).

Sebagai tambahan terhadap dua perbedaan bes@utatsatas, terdapat
satu lagi perbedaan konseptual antara standamasitegngan standar auditing.
Standar atestasi secara formal menyediakan jastasitg/ang dirancang sesuai
dengan kebutuhan pemakai yang ikut serta di dalemetapkan sifat dan lingkup

perikatan atestasi atau kriteria tertentu yang kdipaebagai pembanding asersi
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yang harus diukur, serta pihak yang akan meneriaporan yang memiliki
kegunaan terbatas.

Sebagai akibat tiga perbedaan konseptual diatag)pésisi standar
atestasi berbeda dari standar auditing. Perbedany Yersifat komposisi,
digolongkan dalam dua kategori yaitu dua standaumnyang tidak terdapat
dalam standar auditing terdapat dalam standaraateddn satu standar pekerjaan
lapangan dan dua standar pelaporan dalam standiinguidak secara eksplisit
dimasukan ke dalam standar atestasi

Dua standar umum tambahan dimasukan kedalam statektasi karena
bersama-sama dengan definisi perikatan atestagsluakestandar tersebut
memberikan batas memadai terhadap fungsi ateSakali hal yang menjadi
objek atestasi diperluas melampaui laporan keuanigestoris, diperlukan
penetapan seberapa jauh perluasan jasa atestasid@dapharus dilakukan. Batas
yang ditetapkan oleh standar atestasi mengharusibwa praktisi memiliki
pengetahuan yang memadai tentang hal yang merpgk asersi (standar umum
yang kedua) dan asersi tersebut dapat secara ahsiibaksir atau diukur secara
konsisten dengan mengunakan kriteria yang telaagikan atau yang dinyatakan
(standar umum yang ketiga).

Standar pekerjaan lapangan yang kedua dalam stanahting tidak
dimasukan kedalam standar atestasi karena bebetapan. Standar tersebut
mengharuskan auditor memperoleh pemahaman mematis atruktur
pengendalian intern untuk merencanakan pemeriksi@an lingkup pengujian
yang akan dilakukan. Alasan terpenting untuk tidakmasukan standar ini
sebagai unsur standar pekerjaan lapangan dalardastatestasi adalah bahwa
standar pekerjaan lapangan yang kedua dalam statektasi sudah mencakup
pemahaman terhadap struktur pengendalian intetka 3tandar pekerjaan
lapangan yang kedua dalam standar atestasi dilakaanstandar ini merupakan
unsur pengumpulan bukti cukup. Alasan yang kedualahd bahwa konsep
struktur pengendalian intern mungkin tidak relevatuk asersi tertentu (sebagai
contoh, aspek informasi tentang piranti lunak kotapuyang menurut perikatan

atestasi, praktisi harus membuat laporan tentaggiagrsebut.
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Standar pelaporan dalam standar atestasi disusearaseberbeda
dibandingkan dengan standar pelaporan dalam stamgditing untuk dapat
menampung hal-hal yang bersangkutan dengan pemekgareg berkembang
sesuai dengan perluasan fungsi atestasi yang mgnéetkih dari satu tingkat dan
bentuk keyakinan atas berbagai macam penyajiarsiasegrdapat pula tema
pelaporan baru dalam standar atestasi, yaitu p@sdratpenggunan laporan
tertentu kepada pemakai yang telah ditentukan @dagah sendirinya merupakan
perluasan pengakuan bahwa fungsi atestasi harus dagnampung perikatan
yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihakeméu yang ikut serta
dalam menetapkan sifat dan lingkup perikatan atateria tertentu yang
digunakan untuk mengukur kesesuaian asersi.

Sebagai tambahan, dua standar pelaporan dalam astagaditing
dihilangkan dari standar atestasi. Standar pertang dihilangkan adalah standar
yang mengharuskan laporan auditor menyatakan apakaisip (akuntansi)
tersebut telah ditetapkan secara konsisten dalamdeeberjalan dibandingkan
dengan periode sebelumnya. Standar kedua yangujiihn adalah standar yang
menyatakan pengungkapan informatif dalam laporaialkgan dianggap memadai
kecuali dinyatakan lain dalam laporan. Kedua statefaebut tidak dimasukan ke
dalam standar atestasi karena standar pelaporam k#alam standar atestasi,
yang mengharuskan suatu simpulan tentang apakesi dsajikan sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan atau dinyatakan, cakop kedua standar yang
dihilangkan tersebut. Berdasarkan SPAP, Ilkatan #fdaun Indonesia
(2003,1000.20), perbedaan standar atestasi dengatas auditing dapat dilihat

dalam tabel berikut ini :
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Tabel 2.1
Perbedaan Standar Atestasi dengan Standar Auditing

STANDAR ATESTASI

STANDAR AUDITING

Standar Umum

Standar Umum

1.

. Perikatan harus dilaksanakan o

Perikatan harus dilaksanakan o

seorang praktisi atau lebih yang me- seorang atau lebih yang memil

miliki keahlian dan pelatihan tekn

cukup dalam fungsi atestasi.

seorang praktisi atau lebih yang

memiliki pengetahuan cukup dalg

bidang yang bersangkutan dengan

asersi.

Praktisi harus melaksanakan pgr-

ikatan hanya jika ia memiliki alasan

untuk meyakinkan dirinya bahw
dua kondisi berikut ini ada:
a. Asersi dapat dinilai denga
kriteria rasional, baik yang tels
ditetapkan oleh badan yang ¢
akui atau yang dinyataks
dalam penyajian asersi tersel
dengan cara cukup jelas d
komprehensif bagi pembac
yang diketahui mampu mé
mahaminya.
b. Asersi tersebut dapat diestimz

atau diukur secara konsisten d

®h Audit harus dilaksanakan ole

s keahlian dan pelatihan teknis cuk
sebagai auditor.
eh

ASi

an

h
ki
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rasional dengan mengunak
kriteria tersebut.
Dalam semua hal
sangkutan dengan perikatan, sik
mental independen harus ¢
pertahankan oleh praktisi.
Kemahiran profesional harus sela
digunakan oleh praktisi dala
melaksanakan perikatan, mulai d
tahap perencanaan sampai den

pelaksanaan perikatan tersebut.

yang be2: Dalam

an

hal

dengan

semua yan

berhubungan perikata
li- sikap mental independen han
dipertahankan oleh auditor.

d
m penyusunan laporan, auditor wa
P

d

8u Dalam pelaksanaan audit

ari menggunakan  kemabhiran

garmpesional dengan cermat

seksama.

Standar Pekerjaan Lapangal

Standar Pekerjaan lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan
baik-baiknya dan jika digunaka
asisten, harus disupervisi deng

semestinya.

Bukti yang cukup harus diperole
untuk memberikan dasar rasiof
bagi simpulan yang dinyataka

dalam laporan.

§e-Pekerjaan harus direncanakan
In baik-baiknya dan jika digunakg
an asisten, asisten harus disuper
dengan semestinya.

pemahaman memadai atas peng
dalian intern harus diperoleh unt
merencanakan audit dan meng
tukan sifat, saat dan lingkup pen
ujian yang akan dilakukan.
h

nal

Bukti audit kompeten yang cukd
harus diperoleh melalui
AN pengamatan, permintaan ketera

an, dan konfirmasi sebagai das

laporan keuangan auditan.

Standar Pelaporar

Standar Pelaporar

inpeks

untuk memberikan pendapat at

an,

us

ib

O-

an

in
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. Laporan harus menyebutkan ase
yang dilaporkan dan menyatak
sifat perikatan atestasi yang b
sangkutan.

. laporan harus menyatakan simpu
apakah ase

praktisi mengenai

disajikan sesuai dengan stan(
yang telah ditetapkan atau krite
yang
sebagai alat pengukur.

telah dinyatakan dipak

. Laporan harus menyatakan sen
keberatan praktisi yang signifika
tentang perikatan dan penyaji
asersi.

unt
yd
disusun berdasarkan kriteria ya

. Laporan suatu perikatan

mengevaluasi suatu asersi
disepakati atau berdasarkan su

untuk  melaksanak

yang

perikatan

prosedur telah disepak

BrSi
an

or-
(hn Laporan audit harus menyatak
dar sesuai

ai

2. Laporan audit harus menunjuke

rsi apakah laporan keuangan disajik
prinsip akuntansi ya

ia berlaku umum.

jlka ada, ketidakkonsistenan p
nerapan prinsip akuntansi dala
penyusunan laporan  keuang
dibandingka

dengan penerapan prinsip akunta

periode berjalan
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harus berisi suatu pernyat]bn tentang sifat pekerjaan auditor, jika
tentang keterbatasan pemakaianada, dan tingkat tanggung jawab
laporan hanya oleh pihak-pihak yang dipikulnya.
yang menyepakati kriteria atau

prosedur tersebut.

2.2 Akuntan Publik

Akuntan publik memainkan peran sosial yang sangatifg, menajemen
kantor akuntan publik dan staf propesional dituntutuk berprilaku secara pantas
dan melaksanakan audit dan jasa lainnya dengantdsidinggi. Kualitas jasa
yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik diatan ddikendalikan melalui
berbagai standar yang diterbitkan oleh organisadepi tersebut. lkatan Akuntan
Indonesia dan organisasi terkait lainnya telah raerizangkan beberapa
mekanisme untuk meningkatkan kualitas audit danlakari profesional.
Peningkatan jenis dan mutu jasa profesi akuntanlippuberupakan suatu
keharusan sejalan dengan semakin berkembang dapléé@mnya pasar modal
dan globalisasi ekonomi Indonesia, sehingga mampemenuhi tuntutan
kebutuhan masyarakat tentang keandalan informasangan, oleh sebab itu

diterbitkan aturan mutu pekerjaan akuntan publik.

2.2.1 Pengertian Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izimiddenteri keuangan
atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjatapkaktik akuntan publik.
Akuntan publik merupakan profesi yang memiliki gbsrang unik, pada salah
satu pihak mereka mendapatkan honor dari kliemptedi pihak lain dalam
pelaksanaan praktik publiknya mereka harus bersikdppenden. Independen
artinya tidak memihak pada salah satu kepentingaik itu kepentingan klien

sendiri maupun pihak lainnya.
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Ada beberapa pendapat tentang pengertian akuntdik pleh para pakar
bidang akuntansi. Menurut Siegel dan Shim (1994.268kuntan publik
didefinisikan sebagai berikut:

“ Akuntan publik adalah orang yang mengerjakan pelayanan

akuntansi secara profesional untuk umum.”

Mulyadi dan Puradiredja (1998:46), memberikan pasla@ definisi antara
pengertian akuntan publik dengan pengertian autht@penden sebagai berikut:

“ Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dal am kantor
akuntan publik, yang menyediakan berbagai jasa yangliatur dalam
Standar Profesional Akuntan Publik (auditing, atesasi, review dan
jasa akuntansi).”

Adapun auditor independen didefinisikan oleh Mulyddn Puradiredja
(1998:47) sebagai berikut:

“ Auditor independen adalah Akuntan publik yang melaksanakan
penugasan audit atas laporan keuangan historis, yghmenyediakan
jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantm dalam Standar
Profesional Akuntan Publik.”

Jadi ada dua tipe Akuntan publik, yaitu:
a. Auditor
Merupakan akuntan publik yang menyediakan jasatatds laporan
keuangan historis.
b. Praktisi
Merupakan akuntan publik yang menyediakan jasa pksaan, jasa
akuntansi dameview dan jasa konsultasi.

2.2.2 Persyaratan Akuntan Publik
Ada banyak kriteria dari berbagai sumber yang meng@kan kriteria
suatu profesi. Menurut Sunarto Panduan (2003:8paetya ada tiga syarat
minimal agar sesuatu dapat disebut sebagai pry&ssi,
a. Diperlukannya suatu pendidikan profesional tertentuyang biasanya
setingkat S1 (greduate level).
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b. Adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan
pada kode etik profesi.

c. Adanya penelaahan dan izin dari pemerintah.

Di indonesia, ketiga syarat tersebut terpenuhi pletfiesi akuntan publik.
Akuntan publik harus memiliki kualifikasi pendidikasarjana ekonomi jurusan
akuntansi. Kode etik akuntan Indonesia dan pensrimélah mengatur syarat-
syarat suatu kantor akuntan publik, tempat paratakupublik berkiprah.

Pemakaian gelar akuntan di indonesia telah dialand UU No.34 tahun
1954. Undang-undang ini telah mengatur syarat-sydtacakapan dan
kewenangan setiap orang yang terjun dalam prokesitan publik. Ada tiga hal
yang perlu diperhatikan dari undang-undang No.Bdr&l 954, yaitu:

1.) Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekon&wmiguruan Tinggi
Negeri atau mempunyai ijasah yang disamakan. PFeatigan
persamaan ini berada di tangan Panitia Ahli Pedimgan Persamaan
ljasah Akuntan.

2.) Akuntan tersebut harus terdaftar dalam registexgara yang
diselengarakan oleh Departemen Keuangan dan melaiperain
mengunakan gelar akuntan dari departemen tersebut.

3.) Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakaiankantor akuntan,
biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akwatau akuntansi
hanya diizinkan jika pemimpin kantor atau biro ¢&rst dipegang oleh
seorang atau beberapa orang akuntan.

Di samping harus menjalani pendidikan formal sebafantan seperti
yang diatur dalam undang-undang No.34 tahun 19Eklat, akuntan publik
harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalamktpk akuntansi dan
prosedur audit. Pendidikan formal akuntan publik ge&ngalaman kerja dalam
profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi

Untuk berpraktek sebagai akuntan publik di Indomepada tahun 1997
pemerintah mengeluarkan pelaturan mengenai pembé&ia praktik sebagai

akuntan publik, yang dituangkan dalam keputusant&feieuangan Republik
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Indonesia Nomor 43/KMK/017/1997 tanggal 27 jand&97 tentang jasa akuntan
publik. Dalam surat keputusan tersebut, izin mekalr kantor akuntan publik
diberikan oleh Menteri Keuangan jika seseorang nmermepersyaratan sebagai
berikut:
a.) Berdomisili di wilayah Indonesia.
b.) Lulus ujian sertifikat akuntan publik yang diselengarakan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (lAl).
c.) Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompatemen Akuntan
Publik.
d.) Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangya tiga tahun

sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audi

2.2.3 Hirarki Akuntan Publik dalam Organisasi Akuntan Publik
Menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002:31-32), umyenhirarki akuntan
publik dalam penugasan audit didalam kantor akurmiablik dibagi menjadi
berikut ini:
a. Partner;
Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasdit. Tanggung jawab
partner meliputi:
1.) Bertanggung jawab atas hubungan dengan klien
2.) Bertanggung jawab secara menyeluruh mengeddiray
3.) Bertanggun jawab atas penandatanganan lapaogin dan management
letter
4.) Bertanggung jawab terhadap penagiteamudit dari klien.
b. Manajer atau supervisor;
Manajer bertindak sebagai pengawas audit dan Etaogembantu akuntan
publik senior dalam merencanakan program auditvaitu audit, mereview
kertas kerja, laporan audit damanagement letter. Biasanya manager
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan akuntéik pebior.

c. Auditor senior;
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Bertugas untuk melaksanakan audit, mereview dangarahkan pekerjaan
auditor junior, bertanggung jawab untuk mengusahdkaya audit dan waktu
audit sesuai dengan rencana.

d. Auditor junior atau asisten auditor;
Bertugas untuk melaksanakan prosedur audit seraniadan membuat kertas
kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yala@y dilaksanakan.

2.2.4 Aktivitas Kantor Akuntan Publik
Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macmsa bagi
masyarakat. Mulyadi dan Puradiredja (1998:5-7) méngkanya ke dalam dua
kelompok utama, yaitu:
a. Jasa Atestasi
Atestasi(Attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan
orang yang independen dan kompeten tentang apalesbi guatu entitas sesuai
dalam semua hal yang signifikan dengan kriteriagyteiah ditetapkan. Untuk
laporan keuangan historis, asersi merupakan perayaimanajemen bahwa
laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntangilyarlaku umuniGenerally
Accepted Accounting Principles).
Jasa atestasi dapat dibagi menjadi empat jenist: yai
1.) Auditing
Jasa Auditing mencakup pemerolehan dan penilai&n yang mendasari
laporan keuangan historis suatu entitas yang besesisi yang dibuat oleh
manajemen entitas tersebut. Dalam jasa audit umdjt@@ memberikan
keyakinan positif (positif assurance) atas asersi yang dibuat oleh
manajemen dalam laporan keuangan historis.
2.) Pemeriksaan(examination)
Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yaligasilkan oleh
akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pehtapang kesesuaian
asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kritgaag telah ditetapkan.
Keyakinan positif juga diberikan dalam jasa ini.

3.) Review



26

Jasareview terutama berupa permintaan keterangan dan prosedilitis
terhadap informasi keuangan suatu entitas denggoantu untuk
memberikan keyakinan negatif atas asersi yang ndikay dalam
informasi keuangan tersebut.
4.) Prosedur yang disepakat{agreed-upon procedures)
Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilk&sawodéeh akuntan
publik berdasarkan prosedur yang disepakati arkhem-klien dengan
akuntan publik.
2. Jasa non atestasi
Jasa non atestasi adalah jasa yang dihasilkanaidehtan publik yang
didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, kegakinegatif, tingkatan
temuan atau bentuk lain keyakinan. Jasa non aitéstdsi dari dari:
1.) Jasa perpajakan
Kantor akuntan publik menyusun Surat PemberitatRegak (SPT) pajak
penghasilan dari perusahaan dan perorangan, badk ip@rupakan klien
audit maupun yang bukan merupakan klien audit, nmersgPajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai JPp&tencanaan
pajak dan bertidak mewakili kliennya dalam mengipademasalah
perpajakan.
2.) Konsultasi manajemen
Jasa ini mencakup mulai dari pemberian rekomerstasirhana mengenai
pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertalam demenyusun
strategi pemasaran, pemamfaatan instalasi kompdéer konsultasi
membuat suatu struktur organisasi yang baik.
3.) Jasa akuntasi dan pembukuan (jasa kompilasi)
Akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntkiesnnya, seperti
pencatatan (baik dengan manual maupun dengan kerhpiansaksi

akuntansi bagi kliennya sampai dengan menyusumdagauangan.

2.3 Faktor-faktor yang dipertimbangkan akuntan publik untuk

menerima penugasan jasa atestasi
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Dalam SPAP, lkatan Akuntansi Indonesia (2003:100th8ngemukakan
bahwa terdapat beberapa faktor yang dipertimbangleimakuntan publik untuk
menerima penugasan jasa atestasi. Faktor-faks®ltetr adalah sebagai berikut :
1. Faktor keahlian dan pelatihan teknis yang cukup digrtimbangkan oleh

akuntan publik untuk menerima penugasan jasa atest.

Pelaksanaan jasa atestasi tidak sama dengan peayugan penyajian
suatu asersi. Pelaksanaan kegiatan yang terakhireéncakup pengumpulan,
penggolongan, peringkasan dan pengkomunikasiamnmiaf&l yang biasanya
mencakup pengurangan data rinci dalam jumlah bBesaalam bentuk yang
dapat dipahami dan dapat ditangémanageable). Di lain pihak, pelaksanaan
jasa atestasi mencakup pengumpulan bukti untuk okemg) asersi dan
secara objektif menentukan pengukuran dan pengkidasian yang
dilakukan oleh pembuat asersi. Jadi, jasa atebtasifat analitik, kritis dan
bersifat penyelidikan serta berkaitan dengan désadukungan asersi.

Pencapaian keahlian sebagai seorang ahli dalaasitesmulai dari
pendidikan formal dan berlanjut sampal dengan gdangan selanjutnya.
Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang aldimdatestasi, pelatihan

harus memadai baik teknis maupun pendidikan umum.

2. Faktor pengetahuan yang cukup dalam bidang yang beangkutan
dengan asersi dipertimbangkan oleh akuntan publik atuk menerima
penugasan jasa atestasi.

Praktisi dapat memperoleh pengetahuan cukup tentaigyang
dilaporkan melalui pendidikan formal atau pendidikaprofesional
berkelanjutan, termasuk belajar secara mandiriy ateelalui pengalaman
berpraktik. Namun, standar ini tidak mengharuskarekfsi untuk
mendapatkan pengetahuan yang diperlukan mengemauasehal agar
memenuhi syarat dalam mempertimbangkan keandalastu sasersi.
Persyaratan pengetahuan tersebut dapat dipenwgiaalmelalui pengunaan
satu atau lebih spesialis dalam perikatan atest$entu. Jika praktisi

memiliki pengetahuan memadai mengenai hal yangstiasi, praktisi dapat
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mengkomunikasikan tujuan pekerjaan kepada spesiatismenilai pekerjaan
spesialis untuk menentukan apakah tujuan terselalt dicapai.

. Faktor rasional dan dapat diukur secara konsisten gpertimbangkan oleh
akuntan publik untuk menerima jasa atestasi.

Fungsi atestasi harus dilaksanakan hanya jika fulegsebut efektif
dan bermanfaat. Praktisi harus memiliki dasar rediantuk meyakini bahwa
simpulan bermakna dapat diberikan oleh asersi liats&kondisi pertama
mengharuskan suatu asersi memiliki kriteria radi@uar dapat digunakan
untuk mengevaluasinya. Kriteria yang dikeluarkaehdDewan yang dibentuk
oleh lkatan Akuntan Indonesia, menurut definisengjgap sebagai kriteria
rasional untuk tujuan ini. Kriteria yang dikeluarkaleh badan pemerintah
dan badan lain yang terdiri dari ahli-ahli yang wiknti prosedur tertentu,
termasuk prosedur distribusi secara luas kritergangy diusulkan untuk
memperoleh komentar dari masyarakat, umumnya hgrga dianggap
sebagai kriteria rasional untuk tujuan ini.

Kriteria yang dibuat oleh asosiasi industri atalokgok serupa yang
tidak mengikuti proses tertentu atau tidak secalasjmewakili kepentingan
masyarakat harus dipandang secara lebih kritiskides dibentuk dan diakui
dalam beberapa hal, kriteria tersebut harus dipandgama dengan kriteria
pengukuran dan pengungkapan yang kurang mendagahghan dari pihak
berwenang, dan praktisi harus dapat mengevaluadiahpkriteria tersebut
rasional. Kriteria tersebut harus dinyatakan dabemyajian asersi secara jelas

dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mamguahaminya.

. Faktor independensi auditor dipertimbangkan oleh akintan publik
untuk menerima jasa atestasi.

Praktisi harus mempertahankan kejujuran dan sikdgk tmemihak
intelektual yang diperlukan untuk mencapai simpwamng tidak memihak
mengenai keandalan suatu asersi. Ini merupakaagandungsi atestasi. Oleh

karena itu, praktisi yang melandaskan jasa atedidak hanya harus
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independen dalam arti sesungguhnya, tetapi jugasharengindari situasi
yang merusak independensi dalam penampilan.

Dalam analisis akhir, independen berarti pertimlangobjektif
terhadap fakta, pertimbangan yang tidak memihak,nddralitas yang jujur di
pihak praktisi dalam membentuk dan menyatakan dempuHal ini berarti
bukan sikap seorang penuntut namun sikap tidak hednya hakim yang
menyadari kewajiban untuk bersikap adil. Indepesdemenganggap
kepedulian yang tidak menyimpang untuk simpulangysidak memihak

tentang keandalan suatu asersi terlepas dari ayganyarupakan asersi.

. Faktor kemahiran profesional auditor dipertimbangkan oleh akuntan
publik untuk menerima jasa atestasi.

Kecermatan dan keseksamaan meletakan tanggung jdwalndak
praktisi yang terlibat dalam perikatan untuk mengtarsetiap standar atestasi.
Kecermatan dan keseksamaan mengharuskan revieva deits pada setiap
tingkat supervisi pekerjaan yang dilaksanakan damtippbangan yang
dilakukan oleh mereka yang membantu perikatan tsukngpenyusunan
laporan.

Kewajiban profesional untuk melaksanakan kemabhipaofesional
secara cermat dan seksama digambarkan sebagaitberik

Setiap orang yang menawarkan jasa kepada orang daim

dimanfaatkan jasanya oleh orang lain tersebut, k@ntanggung

jawab untuk melaksanakan keahlian yang dimilikadalpekerjaannya
dengan seksama dan ketekunan memadai. Dalam seekesaan

yang memerlukan tingkat kecakapan khusus, jikagraenawarkan
jasa, ia dianggap sebagai orang yang memiliki anglecakapan yang
umumnya dimiliki oleh orang lain dalam bidang pgken yang sama
dan jika pretensinya tersebut tidak mendasar, iakukan kecurangan
kepada setiap orang yang memperkerjakanya atas kiggarcayaan
mereka atas profesi publiknya. Namun, tidak adagato orang, baik

yang ahli maupun yang tidak ahli, yang melaksanakmas yang
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dipikulnya, yang harus dilaksanakannya secara b#rhdan tanpa
kekeliruan; ia melaksanakan tugasnya dengan jugam itegritas,
namun bukannya tanpa kekeliruan, dan ia bertanggamgb kepada
pemberi kerja atas kelalaian atau ketidakjujurapmganun tidak atas

kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekelirpartimbangannya.



